LEMBARANDAERAH
PROPINSIJAWATENGAH

NOMOR : 44 TAHUN : 2004

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN '
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang: a bahwa Lalu Lintas dan angkutan
jalan merupakan salah satu urat nadi
perekonomian yang memiliki
peranan penting dalam menunjang
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Mengingat :
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dan mendorong pertumbuhan pen
bangunan disegala sektor;

bahwa berhubung dengan hal sebagaiman;
dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah Juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Dan K ewenangan Propinsi Sebagai Daerah
Otonom, dipandang perlu menetapkan
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Tengah:

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980
tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran

.Negara Nomor 3186);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3480):

r

|
l

h

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3829);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
1985 tentang Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3293);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor Di Jalan (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas
Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3259);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93,
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Tambahan Lembaran Negara Nomor
3530),

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dacrah
Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 100. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4124):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Atas Penvelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor4 ],

Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090):

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2001 temang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 62. Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4095):

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknik Penyusunan

._.
N

Peraturan Perundang-undangan Dan
Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah
Dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 70);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun
2001 tentang Tata Cara Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah
Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan. Kedudukan. Tugas Pokok.
Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas
Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata.
Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha
Kecil Menengah. Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi, Dinas Bina Marga. Dinas
Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas
Pertanian Tanaman Pangan. Dinas
Peternakan, Dinas Perikanan Dan
Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas
Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan
Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan, Dinas Kesehatan,
Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas
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Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas

: BABI
DanAngkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah KETENTUAN UMUM
Tahun 2001 Nomor 26): Pasal ‘i
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Dalam Peraruran Daerah ini vang dimaksud dengan :

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara

Pembentukan Dan Teknik Penyusunan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 2. Pemenntah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat

Daerah Otonom vang lain sebagai Badan Eksekutif Daerak:
Propinsi Jawa Tengah :

I Daeran adalah Propinsi Jawa Tengah ;

Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004
Nomor 4 Seri E Nomor 1):

L

Gubemur adalah Gubernur Jawa Tengah :

18.  Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004
Nomor 5 Seri E Nomor 2). | 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan Propinsi Jawa Tengah :

4. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi
Jawa Tengah :

4

; 0.  Badanadalah sekumpulan orang dan atau modal vang merupakan

Dengan persetujuan : s
Kesatuan balk vang melakukan usaha maupun vang tidak
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH melakukan usaha vang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
PROPINST JAWA TENGAH Komanditer. Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
MEMUTUSKAN : atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun. firma, kongsi. koperasi, dana pensiun.
Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI ‘ persekutuzin, perkumpulan. vayasan, organisasi massa.
JAWATENGAH TENTANG PEN YELENG- organisasi sosial politik, atau organisasi vang sejenis.

GARAAN  LALU LINTAS DAN ' lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya

ANGKUTAN '
XUTAN JALAN 7. Jalan adalah suatu prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan

A
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10.

11.

darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang
diperuntukan bagi Lalu Lintas ;

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau
tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta
samping .

Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan
untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu
oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh
kendaraan bermotor:

Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk
mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian
bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya :

Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari
satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;

Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian
simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan
oleh ruang Lalu Lintas sehingga membentuk satu ke
satuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan
Lalu Lintas dan angkutan jalan:

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut
bavaran baik langsung maupun tidak langsung :

,..
N

16.

18.

19:

Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu
kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/ Kota
dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil
bus umum yang terikat dalam Trayek:

Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan -

pedesaan yang memasuki wilayah Kecamatan vang berbatasan
langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik vang
melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi;

Angkutan Khusus adalah angkutan vang mempunyai asal dan
atau tujuan tetap, vang melayani antar jemput penumpang
umum, antar jemput karyawan, pemukiman, dan simpul
vang berbeda :

Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor vang dilengkapi
lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat
duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa
perlengkapan pengangkutan bagasi ;

Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor vang
di lengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk
tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan
memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur
kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang
merupakan salah satu wujud simpul jaringan
transportasi ;

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa

144

Dipindai dengan
(8 CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

79

-

o

NS

1o
N

A
\V )

angkutan orang dengan mobil bus, vang mempunyai asal dan
tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun
tidak berjadwal:

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang
menjadi satu kesatuan jaringan pelavanan angkutan
orang :

kendaraan bermotor
lulus uji tipe:

vang bersangkutan telah

Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan
Bermotor adalah Surat Keputusan yang diterbitkan sebagai
bukti bahwa rancangan kendaraan bermotor. kereta gandengan
atau kereta tempelan tersebut telah memenuhi persyaratan

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan teknis;
menguji dan atau memeriksa bagian-bagian atau komponen- 28. Sertifikat Registrasi Uji Tipe adalah Sertifikat yang
komponen kendaraan bermotor. kereta gandengan dan kereta diterbitkan oleh Penanggung jawab pembuatan dan atau
tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persvaratan perakit dan atau pengimporan sebagai jaminan bahwa
teknis dan laik jalan : setiap kendaraan bermotor. kereta gandengan. kereta tempelan
Pengujian Tipe K endaraan Bermotor vang selanjumya disebut yang dibu.al d@ atau d‘irakit.dan atau. diimpor memiliki
Ui Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan spcsxﬁkz‘m teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang
terhadap fisik kendaraan bermotor atau penelitian terhadap felan e d EERRERS bangur'r _dfm r?kayas'zf
rancang bangun dan rekavasa kendaraan bermotor. kereiz k‘endaraan yar.xg telal.'n et dar'x sl Gt
gandengan atau kereta tempelan sebelum kendaraan bermotor \ipe, yang idiechitkanyolehDirekiurylenderal fer
tersebut dibuat dan atau dirakit dan/atau diimpor secara R D 'l?ngkapan g
massal serta kendaraan bermotor vang dimodifikasi: SYgEAleD, peRCANEAL K AL Rl LAICDERCls
T kendaraan bermotor;

engujian Berkala Kendaraan Bermoior vang selanjutnve 29. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah kendaraan ber
disebut Uji Berkala adalah penguiian kendaraan bermotor motor vang diubah bentuk dan atau peruntukkannya yang
vang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan dapat mengakibatkan perubahan spesifikasi teknik
permotor. kereta gandengan dan kereta tempelan utama;
vang dioperasikan di jalan’ 30. Berita Acara Hasil Penelitian Fisik Kendaraan Bermotor

Sertifikat Uji Tipe adalah senifikat vang diterbitkan olch:
Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagai buki
bahwa tipe kendaraan bermotor atau landasan

adalah Berita A cara yang diterbitkan oleh Kepala Dinas, sebagai
bukti bahwa penelitian dan penilaian terhadap fisik kendaraan
bermotor yang bersangkutan telah sesuai dengan pengesahan
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rancang bangun dan rekayasanya ;

Surat Keterangan Bebas Uji Berkala Untuk Yang Pertama
Kali adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala
Dinas untuk kendaraan bermotor yang dibuat dan atau dirakit
dan atau diimpor berdasarkan pengesahan uji tipe
vang telah memperoleh sertifikat registrasi uji tipe, Surat
Tanda Nomor Kendaraan dan Bukti Pemilik Kendaraan
Bermotor, yang menerangkan bahwa kendaraan bermotor
tersebut dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang
pertama kali yang berlaku selama 6 (enam) bulan
terhitung sejak diterbitkannyaz Surat Tanda Nomor
Kendaraan;

Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan Bermotor adalah
penelitian dan penilaian kesesuaian antara fisik setiap
kendaraan vang bersangkutan dengan pengesahan
rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor:

Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik. untuk mencari serta
mengumpulkan bukti vang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan
tersangkanya:

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan
wewenang khusus oleh Undang-undang untuk
melakukan penyidikan.

BABII
ASAS TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lalu lintas dan Angkutan Julan sebagai saiah satu moda transportas
daerah diselenggarakan berdasarkan asas mantaat. usaha bersama
dan kekeluargaan. adil dan merata. Xeseimbangan, kepentingan
umum. Keterpaduan. kesadaran hukum dan percaya pada diri
sendiri.

Pasal 3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk
mewujudkan Lalu Lintas dan angkutan jalan dengan selamat. aman.
cepat, lancar. tertib dan teratur, nyaman dan efisien. mampu
memadukan moda Transportasi lainnya. menjangkau seluruh pelosok
wilavah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan
dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang
pembangunan daerah dengan biaya vang terjangkau oleh daya
beli masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan adalah sebagai penunjang urat nadi perckonomian
dan penunjang pembangunan yang diselenggarakan
secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda
untuk  menjangkau dan menghubungkan seluruh Wilayah
Daerah.
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BABI11I
LALU LINTAS DANANGKUTAN JALAN
Bagian Pertama
Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal §

(1) Penvelenggaraan transportasi jalan didasarkan pada jaringan
transportasi jalan yang penetapannya dituangkan dalam bentuk
Rencana Umum Jarningan Transportasi Jalan

(71 Rencanz Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimanz
dimaksud pada avat( 1) meliputi:

& Rencana penetapan areh dan kebijakan transportasi jalan:
b. Rencana pengembangan jaringan jalan.
¢. Rencana penetapan lokasi Terminal.

{3) Rencana Umum Jaringan Transporiasi Jalan sebagaimanc
dimaksud pada avat (2) ditetapkan dengan Peraturan

Daerah.
Bagian Kedua
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Pasal 6

(1) Untuk keselamatan. keamanan. ketertian dan kelancaran Laiu
Lintas dilakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Limas sesua
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

149
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Manajemen Laiv Lintas sehagaimana dimaksudkan pada ayat
bymeliput Kegiatan perencanaan. pengaturan, pengawasar,
Jan pengendalian Laiu Lintas.
Kegiawn perencarat Laiv Lintas sebagaimana dimaksud pada
avat(2) metipui:
i INventansasi¢an 2 aasi tinghat pelavanan:
b.  penelapan tingkat peiavanan ruas jalan:

. perumusan pemecahan permasaiahan Lalu Linas

(4)  Keztatan pengaturan [alu Lintas sebagaimana dimaksud pada
avat(2) meliput: :

A penetapan kecepatan maksimum pada jalan

h.  nenetapan liztasan satu arah dan dua arah. baik van:
bersifal permanen atau sewaktu-waktu untuk seluruh
kendaraan ‘enis Kendaraan tertentu:

. penetapan lintasan dan jam Operasi angkutan barang.
angkutan peti kemas dan angkutan alat berat pado
jalan:

d.  perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu - lintas
vang dinyatakan dalam rambu-rambu Lalu Lintas. marka
jalan dan alat pengatur Lalu Lintas:

¢.  laranganmenggunakan isyarat bunyi pada ruas-ruas jalan
tertentu;

f.  larangan dan atau perintah menggunakan jalan
untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;

g larangan merusak atau membongkar atau memotong
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atau menghilangkan fasilitas perlengkapan
jalan;

larangan menyimpan barang atau materi yang dapat
mengganggu Lalu Lintas.

(5) Pengecualian terhadap kegiatan pengaturan Lalu
Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan
dengan cara pemberian Izin atau Rekomendasi
terhadap :

(6)

a

penggunaan jalan untuk keperluan tertentu selain untuk
kepentingan Lalu Lintas:

pembangunan atau pengembangan suatu Kawasan
kegiatan vang menimbulkan tarikan dan bangkitan Lalu
Lintas:

setiap kendaraan angkutan barang yang beroperasi di
jalan vang tidak sesuai dengan kelas jalan dan batas berat
muatannya serta angkutan peti kemas vang tidak sesuai
dengan lintasannye.

Kegiatan pengawasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:

a

pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan
kebijakan Lalu Lintas:

tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan
Lalu Lintas.

Kegiatan pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
pada avat (2) meliputi:

(8)

(9)

(10)

(1)

a. pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksar;aan
kebijakan Lalu Lintas:

b. pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat
mengenai hak dan kewajiban masyvarakat dalam
pelaksanaan kebijakan Lalu Lintas.

Rekayvasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :

a perencanaan. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan
jalan:

b. perencanaan. pengadaan. pemasangan. dan pemeliharaan
rambu rambu. marka jalan. alat pemberi isyarat Lalu Lintas.
serta alat pengendali dan pengaman pemakai
jalan.

Penyelenggaraan pembangunan. pengadaan dan pemasangan
fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) hurufb dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan
setelah mendapat Izin dan pengesahan spesifikasi
teknis  dari Dinas.

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 7

Setiap penggunaan jalan untuk keperluan tertentu selain
untuk kepentingan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (5) huruf a hanya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin dari Gubernur.
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(4).

(%)

Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kenakan Retnbusi.

Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal §

Setiap pembangunan atau pengembangan suatu Kawasan
Kegiatan vang menimbuikan tarikan dan bangkitan Lai
Lintas sebagaimana dimaksud dala: Pasai o avat () hurufc
waib dilakukan Analisis Da:npak Laiu Lintas.

Pelaksanaan Anaiisis Dampak Laiu Lintas sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dilaksanakan oleh pihak pembangun
pengembang.

Pembangunan atau pengembangan suatu Kawasan
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat ( 1) dilakukan seteiah
Anaiisis Dampak Lalu Lintasnya mendapat persetuiuan dari
Gubernur.

Persetujuan atas Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud pada avat (3) dikenakan Retribusi.

Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (4)
dengan Peraturan Daerah.

(1)

(2)

—
)

(4)

Bagian Keempat
Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

Pasal 9

Setiap kendaraan bermotor. kereta gandengan dan kereta
tempelan yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi

persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan
vang dilalui.

Setiap kendaraan bermotor. kereta gandengan dan kereta
tempelan. sebelum disetujui untuk diimpor atau diproduksi
dan atau dirakit secara massal atau dimodifikasi. wajib

dilakukan uji tipe oieh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Uji Tipe Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud
pada avat (2). meliputi:

a  Ujiupe kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap:
b. Peneliuan Rancang Bangun dan Rekavasa Kendaraan
Bermotor. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

Seuap Kkendaraan bermotor. kereta gandengan dan keret
tempelan. sebejum disetujui untuk diimpor atau diproduks:
dan atau dirakit secara masal aiau dimoditikasi. wajib dilakukan
uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada aya:
(3). vang diajukan oleh Perusahaan Karoseri. pembuat dan
atau perakit dan atau pengimpor dan atau pemodifikasi kepadz
Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui Gubernur
dengan disertai Rekomendasi dari Gubernur.
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Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada avat
(3) huruf a dan telah memperoleh Sertifikat Registrasi Uji
Tipe. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor. akan mendapatkan
Surat K eterangan vang menyatakan bahwa kendaraan bermotor
tersebut dibebaskan dari kewajiban uji berkala untuk yang
pertama kali vang berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung
sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),

(3)

(1)

atau pemodifikasi kepada Gubernur.

Setiap Rancang Bangun dan Rekayasa K endaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penelitian,
penilaian dan pengesahan oleh Gubernur.

Pasal 11

Setiap produksi kendaraan bermotor vang Rancang Bangun dan
Rekayasanya diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan

(6) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Darat, dilakukan penelitian dan penilaian kesesuaian fisik.
ditetapkan oleh Gubernur atas nama Direktur Jenderal ,
Perhubungan Darat. (2) Hasil penelitian dan penilaian fisik sebagaimana dimaksud pada
' _ , ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandangani oleh
(7) Penerbitan Rekomendasi dan Surat Keterangan sebagai- : Sies g e
: i & i Gubemnur sebagai dasar diterbitkannya Sertifikat Registrasi
e C Pac ayar(e) denvayms () kematon Reuiogs Uji Tipe oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
(8) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SertiﬁkatRegisuas.i Uji Tipe merupakan salah satu persyaratan
LLSeen s erion Docnli untuk pendaftaran kendaraan bermotor dalam rangka
Pasal 10 mendapatkan Surat Tanda Nomor K endaraan Bermotor (STNK)
(1) Setiap kendaraan bermotor. kereta gandengan dan kereta dan Buku Pemilik Kendaraan bermotor serta persyaratan dalam
tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) pelaksanaan Pengujian Berkala untuk yang pertama Kali.
huruf b sebelum dioperasikan di jalan. wajib dilakukan (4) Penelitian dan penilaian Rancang Bangun dan Rekavasa
penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada avat (2)
khususnya kendaraan bermotor vang dimodifikasi selain dikenakan Retribusi.
e e Shbudanjara Sumby (5) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (4)
(2) Permohonan penelitian Rancang Bangun dan Rekayasa denean Peraturan Daerah.
Kendaraan Bermotor. kereta gandengan atau kereta tempelan -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perusahaan Pasal 12
karoseri, pembuat dan atau perakit dan atau pengimpor dan (1)  Setiap produksi kendaraan bermotor yang Rancang Bangun dan
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(1

Rekayasanya diterbitkan oleh Direktur Jenderal. dilakukan
penelitian dan penilaian kesesuaian fisik.

Hasil penelitian dan penilaian kesesuaian fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara
vang ditandangani oleh Kepala Dinas sebagai dasar
diterbitkannya Sertifikat Registrasi Uji Tipe oleh. Direktur
Jenderal.

Sertifikat Registrasi Uji Tipe merupakan salah satu persyaratan
untuk pendaftaran kendaraan bermotor dalam rangka
mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
dan Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) serta
persyaratan dalam pelaksanaan Pengujian Berkala untuk vang
pertama kali.

Penelitian dan penilaian kesesuaian fisik dengan Rancang
Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan Retribusi.

Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2
Pendaftaran Perusahaan

Pasal 13

Untuk menjamin mutu hasil produksi. setiap perusahaan
karoseri, pembuat dan atau perakit dan atau pengimpor dan
atau pemodifikasi kendaraan bermotor wajib men
dapatkan Surat Tanda Pendaftaran Perusahaan dari

(1)

(2)

Gubemnur.

Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi.

Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3
Batas Muatan Maksimum

Pasal 14

Gubernur berwenang menetapkan standar batas muatan
maksimum yang boleh diangkut dan peruntukannya khusus
bagi mobil barang.

Standar batas muatan maksimum sebagaimana dimaksud pada
avat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 4
Kualifikasi Tenaga
Penelitian Fisik

Pasal 15
Pelaksanaan penelitian dan penilaian fisik kendaraan bermotor

dilakukan oleh tenaga penguji sesuai dengan
kualifikasinya.

Tenaga Penelitian dan penilaian fisik Kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud pada avat (1) di
tetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada
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(1)

(3)

(4)

ketentuan peraturan perundang-undangan vang

berlaku.

Paragraf §
Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan

Pasal 16

Setiap kendaraan bermotor vang merupakan asset
Pemerintah Daerah vang akan diubah status hukumnva.
wajib dilakukan penilaian teknis terhadap kondisi
kcndaraan bermotor.

Pelaksanaan penilaian teknis kondisi Kkendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Tenaga Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15.
Hasil penilaian teknis terhadap kondisi kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud pada avat (2) diter-

bitkan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis oleh
Gubemnur.

Penerbitan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis
sebagaimana dimaksud pada avat (3) dikenakan Retribusi.

Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Pengujian Berkala

Pasal 17
(1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan pengujian berkala
kendaraan bermotor.
(2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
Gubernur.

Bagian Keenam
Angkutan Orang
Paragraf 1
Pelayanan Angkutan

Pasal 18

(1) Pengangkutan orang dengan Kendaraan Umum dilakukan dengan
menggunakan mobil bus dan mobil penumpang.

(2) Pengangkutan orang dengan Kendaraan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) dilayani dengan :

a Angkutan Dalam Travek :
b. Angkutan Tidak Dalam Trayek.

\Q\H
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Paragraf 2
Angkutan Dalam Trayek

Pasal 19

(1) Untuk pelayanan pengangkutan orang dengan Kendaraan
Umum Dalam Travek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 avat (2) huruf a dilakukan dalam Jaringan
Trayek.

(2) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dan:

a Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi:
b. Jaringan Trayek Angkutan Perbatasan:
¢. Jaringan Trayek Angkutan Khusus.

(3) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memuat asal tujuan. rute yang dilalui, jenis. klasifikasi

dan Jumlah kendaraan vang dapat melayani setiap
Trayek.
Pasal 20
Angkutan Khusus Dalam Trayek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ terdiri dari:
a  Angkutan Antar Jemput ( Travel ):
b. Angkutan Karvawan:
¢. Angkutan Permukiman:
d Angkutan Pemadu Moda.

161

Pasal 21

(1) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Evaluasi terhadap Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1
(satu) tahun sekali.

Paragraf 3
Angkutan Tidak Dalam Trayek
Pasal 22

Pengangkutan orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Travek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (2) huruf b terdiri
dari :

a. Angkutan Taksi:

b. Angkutan Sewa:

¢. Angkutan Pariwisata:

d. Angkutan Lingkungan.

Paragraf 4

Perizinan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum

Pasal 23

(1) Penvelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum
dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan.

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada avat

-
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4)

(3)

(6)

(1

(3)
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(1) wajib memiliki 1zin Trayek atau [zin Operasi.

Pelavanan angkutan orang dalam Trayek dan atau tidak dalam
Travek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) vang
bersifat lintas antar Kabupaten / Kota. [zin Trayek atau [zin
Operasi diterbitkan oleh Gubernur.

Sebelum mendapatkan Izin Travek atau Izin Operasi terlebih
dahulu diterbitkan Surat Persetujuan Izin Trayek atau Izin
Operasi oleh Kepala Dinas.

Pemberian Izin Travek atau Izin Operasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikenakan Retribusi.

Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dengan Peraturan Daerah.

Paragraf S
Peremajaan Kendaraan

Pasal 24

Dalam rangka menjamin pelavanan dan kelangsungan
usaha angkutan terhadap semua jenis kendaraan penumpang
umum vang dioperasikan harus dilakukan peremajaan.
Setiap | (satu) tahun sekali kendaraan penumpang umum
vang dioperasikan wajib dilakukan penilaian teknis dan
penilaian administrasi.

Hasil penilaian teknis dan penilaian administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk pemberian
perpanjangan Izin Trayek atau Izin Operasi.

(4) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling lambat setelah usia maksimum
kendaraan 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 6
Kewajiban Pemegang Izin Trayek dan lzin Operasi

Pasal 25

Setiap pemegang Izin Trayek dan Izin Operasi diwajibkan

untuk :

a  Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan:

b.  Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan:

c¢. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan:

d.  Melunasi iuran wajib asuransi penanggungan kecelakaan:

e.  Mengembalikan dokumen izin Travek atau 1zin Operasi setelah
terjadi perubahan:

f. Mengoperasikan kendaraan vang memenuhi persyaratan teknis
dan laik jalan:

g.  Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan
vang sah vang terdiri dari Kartu Pengawasan. Surat Tandc
Nomor Kendaraan. Buku Uji dan Surat Ujn Kendaraan
Bermotor:

h. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas vang ditetapkan:

Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan
sehingga tidak terjadi kecelakaan vang mengakibatkan korban

l (\-:
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JIwa
Mengoperasikan kendaraan cadangan hanis dilengkapi denzan
\Jm: pangawasan dan Kartu jam Perjalanan Kendaraan vaig
digantikan:
\engoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai [zin
Travek atau Izin Operast yang dimiiiky:
Setian izin Insidenul { khusus [rayek ) hanya dapat digunakan
untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah
sesual vang tercantum dalam Kartu Pengawasan dan Kartu
Jam Perjalanan ( khusus Trayek);
\fematuni waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
Mempekerjakan pengemudi vang memenuhi persyaratan
sesuai peraturan perundangan vang berlaku dan merupakan
pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
Menyelenggarakan peninzkatan kemampuan dan ketrampilan
pengemudi secara berkala minimal | (satu) tahun sekali oleh
perusahaan;
Melayani Trayek sesuai Izin Trayek atau [zin Operasi yang
diberikan;
Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang
telah ditentukan;
Mematuhi ketentuan tarif;
Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan;

u  Mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos dan ketentuan
mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Paragraf 7
Pencabutan Izin Trayek dan Izin Operasi

Pasal 26

Izin Travek atau Izin Operasi berakhir karena :

a habis masa berlakunya Izin dan tidak diperpanjang;
b. dikembalikan oleh pemegang Izin;

c. pencabutan [zin.

Pasal 27

(1) lzinTravek atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf ¢ dicabut melalui proses peringatan tertulis
apabila:

a pemegang Izin melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25:

b. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut:

¢. tidak lulus hasil penilaian teknis dan tidak melakukan
peremajaan kendaraan.

(2) Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan
pembekuan, dalam hal:
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o pemegang lzin meminddi aingankan [zin tanpa pe;
setujuan pemberi 1zin;

b.  pemegang [zin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban
umum dan atau membahayakan keamanan negara:

pemegang [zin memperoleh dengan cara tidak sah:

(g

d.  tidak lulus hasil penelitian teknis dan tidak melakukan
peremajaan kendaraan. '

Paragraf 8
Hak dan Kewajiban Penumpang

Pasal 28

Hak dan kewajiban penumpang kendaraan umum meliputi:

a

(2]
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penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas
pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati:

bagi penumpang vang telah diberikan tanda bukti pembayaran
sebagaimana dimaksud pada huruf a. berhak mendapatkan
pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda
bukti pembayaran:

bagi penumpang vang telah memiliki bukti pembayaran
darvatau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan
dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya diluar
kesepakatan:

penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak
dikenakan biaya maksimal 10 kg per penumpang, kelebihan

bagasi. diatur sesuai perjanjian operator dengan penumpang:
penumpang wajib membayar biaya angkutan sesuai yang
ditentukan. dan yang tidak membayar biaya angkutan dapat
diturunkan oleh awak kendaraan pada tempat pemberhentian
terdekat.

Paragraf 9
Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan

Pasal 29

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap segaia

perbuatan orang vang dipekerjakannya dalam kegiatan

} penyelenggaraan angkutau.

‘ (1

(2)

(3)

Pasal 30

Pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian
vang diderita oleh penumpang karena meninggal dunia atau
luka-luka yang timbul dari penyelenggaraan pengangkutan.
kecuali apabila dapat membuktikan bahwa meninggal
atau lukanya penumpang disebabkan oleh suatu kejadian
vang seiayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya atau
karena kesalahan penumpang sendiri.

Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan kerugian vang nvata-nyata dialami, atau bagian
biaya atas pelayanan vang sudah dinikmati.

Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai
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(4)

(3)

sejak diangkutnya penumpang dan berakliif ai iempal fujuan
vang disepakat.

Peneusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab atas
men"mggal atau lukanya penumpang vang tidak diakibatkan oleh
pengoperasian angkutan.

Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap
Kerugian atas barang bawaan penumpang, kecuali apabila
penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut
disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pengusaha
angkutan umum.

Pasal 31

Pengusaha angkutan umum tidak bertanggung jawab terhadap
kerugian vang diderita oleh pihak ketiga yang timbul dari
penyelenggaraan pengangkutan. kecuali jika pihak ketiga dapat
membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan kesalahan
pengusaha angkutan umum.

Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti rugi
dari pihak ketiga kepada pengusaha angkutan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). disampaikan selambat-
Jambatnva 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal
terjadinva kerugian.

Pasal 32

Pengusaha angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung
jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

cerdascrkan pers dran peruncang - undangan vang berlaku.

Paragrafl 10
[zin Insidentil
Pasal 33

setiap nerusahaan angkutan vang telah memiliki Izin Trayek
dan akan menyimpang dan Trayek vang telah ditetapkan untuk
melayani Aniar Kota. wajib memperoieh Izin Insidentil dari
Gubemur.

Pemberian izin Insidentl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan Retribus:. '

Pengacuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan Peraturan Daerah

Paragraf 11
Tarif Angkutan
Pasal 34

Tarif angkutan lintas Kabupaten dan atau Kota untuk penumpang kelas
ekonomi ditetapkan oleh Gubernur.

(1

Paragraf 12
Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 35

Awak kendaraan angkutan umum meliputi pengemudi
dan pembantu pengemudi yang merupakan bagian dari
perusahaan sehingga kegiatan yang berhubungan dengan tugas
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vang diberikan oien por . - -esggung

jawab perusahaan angkutan kepada awak kendaraan :
umum. d. angkutan perbatasan yang melampaui lebih dar satu

daerah Propinsi, sebagai tugas dekonsentrasi;

pemadu moda;

(2)  Setiap pengemudi angkutan umum sebagaimana dimaksud LA _ .
pada ayat (1) wajib mengikuti pelatihan ketrampilan f e @ml}mg HIE i LRSS Lt pe o) apan i
3 1 dan dari tempat tertentu vang memerlukan tingkat

pelayanan dan keselamatan angkutan umum. Sl . A :
@ pelayanan tinggi seperti bandara dan wilayah operasinya

Pasal 36 I lebih dari satu daerah Propinsi dan yang melavani lebih
(1) Pelatihan ketrampilan pelayanan dan keselamatan angkutan | dari satu daerah Kabupaten / Kota dalam satu Propinsi:

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 avat (2) | f. angkutansewa.

e b (5) Penerbitan Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum sebagaimana

(2)  Penvelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ava dimaksud pada ayat (3) dikenakan Retribusi.
(1). dapat bekerjasama dengan Instansi Pemerintah atau

_ (6) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
Swasta yang berkompeten dalam penyvelenggaraan pelatinan.

dengan Peraturan Daerah.
(3)  Sebagaitanda bukti telah mengikuti pelatihan ketrampilan
pelavanan dan keselamatan angkutan umum sebagaimana Bagian Ketujuh
dimaksud pada avat (1) diberikan Sentifikat Pengemudi Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor
Angkutan Umum. Paragraf 1
(4)  Senifikat sebagaimana dimaksud pada avat (3 ) diterbitkan ‘ Angkutan Barang
oieh Gubernur. untuk pengemudi kendaraan angkutan vang - ll " Pasal 37
melavani : \
|

. ;3 (1) Pengangkutan Barang dengan kendaraan bermotor dilakukan
a  angkutan antar kota daiam propinsi: :
8 ) dengan menggunakan Mobil Barang.
b angkutan antar kota antar propinsi dan antar kota daiam

propinsi untuk angkutan antar jemput. angkutan

karvawan dan angkutan pemukiman.

(2) Pengangkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

. : % w arang Umum:
¢.  angkutan antar kota dalam propinsi. untuk angkutan | 4. Barang

Dipindai dengan
(8 CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

b. Bahan Berbahava:
¢. Barang Khusus:
d. Peti Kemas:

e. AlatBerat.

(3) Pengangkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat

‘.

(1) dapat dilakukan dengan menggunakan Sepeda Motor.
Mobil Penumpang dan Mobil Bus dengan ketentuan jumlah
barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe
kendaraannva.

Paragraf 2
Angkutan Bahan Berbahaya

Pasal 38

Pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 avat(2) huruf b. wajib :

a. memenuhi persyaralan keselamatan sesuai sifat bahan
berbahava vang diangkut.

b. diberi tanda-tanda tertentu sesuai bahan berbahaya vang
diangkut.

Untuk keselamatan dan keamanan. pengangkutan
bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). vang
tingkat bahavanya besar dengan jangkauan luas. penjalaran
cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit sebelum
pelaksanaan pengangkutan.Pengangkut wajib meng
ajukan permohonan persetujuan kepada Direktur

Jenderal Perhubungan Darat dengan Rekomendasi
dari Gubernur

(3) Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
avat (2) dikenakan Retribusi.

(4) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dengan Peraturan Daerah.

Paragraf3
Angkutan Barang Khusus
Pasal 39

Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (2) hurufc. wajib

2 memenuni persvaraian pemuatan dan pembongkaran untuk
menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan:

b. menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi
persvaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus vang

diangkut.

Paragraf 4
Angkutan Peti Kemas
Pasal 40

(1) Pengangkutan Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2) huruf d, wajib :

a

melalui lintas yang ditetapkan untuk angkutan peti
kemas;

parkir dan bongkar muat pada tempat-tempat yang
ditetapkan;
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¢. memperhatikan persvaratan keselamatan muatan. :
P P FR ditetapkan sebelum pelaksanaan pengangkutan,

(2)  Pengangkutan Peti Kemas vang dilakukan di luar sebagaimana | Pengangkut wajib mengajukan permohonan persetujuan
dimaksud pada ayat (1) hurufa dan hurufb, wajib mendapatkan | kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan
1zin dan Gubernur. ’ Rekomendasi dari Gubernur.

(3)  Penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (3) Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada avat (2)
dikenakan Retribusi. ! dikenakan Retribusi.

(4) -Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) | (4) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dengan Peraturan Daerah. dengan Peraturan Daerah.

Paragraf § Bagian Kedelapan
Angkutan Alat Berat Terminal
Pasal 41 t Paragraf 1

Jenis Terminal

(1 Pengangkutan Alat Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 avat (2 Al - , .
37 avat (2) hurufe. wajib memenuhi persvaratan : Pasal 42
a cara pemuatan dilakukan dengan baik agar alat berat . g i =
. : , . Terminal terdiri dan :
vang diangkut tidak jatuh dari Kendaraan - )
bermotor selama pengangkutan: a Terminal penumpang ;
b. pemuatan dan pembongkaran dilakukan dengan alat b. Terminal barang.
tertentu:
Ci menyalakan lampu isvarat berwarna kuning selama .Paragraf 2
: : ' Terminal Penumpang
perjalanan:
d  waktu pengoperasian kendaraan bermotor. Pasal 43
(2) Unrtuk keselamatan, keamanan. ketertiban dan kelancaran (1)  Tipe Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Lalu Lintas. pengangkutan alat berat sebagaimana | 42 huruf a terdiri dari :
dimaksud pada ayat (1) yang muatan sumbu terberat a  Terminal Penumpang Tipe A, yang berfungsi melayani
dan atau ukurannva melebihi Ketentuan vang Kendaraan Umum untuk Angkutan Antar Kota Antar
175 176
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Propinsi. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi.
Angkutan Kota dan atau Angkutan Pedesaan. Angkutan
Perbatasan dan Angkutan Pemadu Moda :

b.  Terminal Penumpang Tipe B vang berfungsi melayani
Kendaraan Umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam
Propinsi Angkutan Kota dan atau Angkutan Pedesaan.
Angkutan Perbatasan dan Angkutan Pemadu Moda .

¢. Terminal Penumpang Tipe C, vang berfungsi melayani
Kendaraan Umum untuk Angkutan Pedesaan dan atau
Angkutan Perbatasan.

Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada
avat (1) terdiri dan :

(1)

terminal ;

keterpaduan moda transportasi baik infra maupun antar
moda;

kondisi topografi lokasi terminal .

kelestarian lingkungan.

Pasal 45

Pembangunan Terminal Penumpang wajib dilengkapi
dengan:

a  rancang bangun terminal;

b. analisis dampak Lalu Lintas:

¢.  analisis mengenai dampak lingkungan.

a  Fasilitas Utama: (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud
b. Fasilitas Penunjang. pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati/ Walikota dan dapat
mengikutsertakan Badan Hukum Indonesia dengan tetap

mengutamakan fungsi pokok terminal.
Pasal 44 (3) Pembuatan rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud

(1) Penetapan Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43. dilakukan dengan memperhatikan
rencana kebutuhan lokasi simpul vang merupakan bagian dan
Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 avat(2).

Penetapan Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana
dimaksud pada avat (1), ditetapkan oleh Gubernur dengan
memper hatikan :

a  rencanaumum tata ruang kota :

b. kepadatan Lalu Lintas dan kapasitas jalan disekitar

pada ayat (1) huruf a, wajib memperhatikan :

a fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat(2);

b.  batas antar daerah lingkungan kerja terminal dan lokasi
lain diluar terminal:

c. pemisahan antara Lalu Lintas kendaraan dan pergerakan
orang di dalam terminal ;

d. pemisahan jalur Lalu Lintas kendaraan di dalam
terminal ;

e. manajemen Lalu Lintas didalam terminal dan di
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daerah pengawasan terminal. A :
(3) Penyelenggaraan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan
Pasal 46 dan penertiban terminal.

Gubernur berwenang :
Paragraf 3

o, : ¢ i Jenderal
a  memberikan saran pertimbangan kepada Direktur Jendera Terminal Barang

Perhubungan Darat dalam penetapan lokasi dan

pengesahan rancang bangun terminal penumpang Pasal 48
tipeA; : (1) Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf
b.  menetapkan lokasi dan pengesahan rancang bangun terminal b. berfungsi melayani kegiatan bongkar dan atau muat barang,

penumpang tipe B setelah mendapat persetujuan Direktur serta perpindahan infra dan atau antar moda transportasi.

Jenderal Perhubungan Darat:

e gpr—

(2) Fasilitas Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada avat (1),

¢. memberikan persetujuan penetapan lokasi dan pengesahan terdiri dari :

rancang bangun terminal penumpang tipe C oleh Bupati
atau Walikota.

a. fasilitas utama;
b. fasilitas penunjang .
Pasal 47

(1) Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana Pasal 49

dimaksud dalam Pasal 43 avat (1) huruf b dilakukan oleh : . , : ;
Bupati / Walikota. setelah mendapat persetujuan dari (1) Penetapan Lokasi Terminal Barang sebagaimana dimaksud

Gubemur dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan
rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian
dari Rencana Umum'Jaringan Transportasi Jalan se
bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(2).

(2)  Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat
diberikan apabila :

a. pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan | @)

Pen Lokasi Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada
rancang bangun vang telzh diszhkan: Eopan O LG gsebag udpa

ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur dengan
b. tersedia unit pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai memperhatikan :
peraturan perundang - undangan yang berlaku.
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a  rencana umum tata ruang;
Pasal 51

Gubernur berwenang menetapkan Lokasi dan pengesahan
Rancang Bangun Terminal Barang setelah mendapat
persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

b. kepadatan Lalu Lintas dan kapasitas jalan disekitar
terminal :

¢. keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar
moda :

d.  kondisi topografi lokasi terminal ; Pasal 52

¢.  kelestarian lingkungan. (1) Penyelenggaraan Terminal Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan oleh Bupati /
Pasal 50 Walikota setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dapat

(1) Pembangunan Terminal Barang wajib dilengkapi dengan :
diberikan apabila :

a rancang bangun terminal ; b
a pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan

b. analisis dampak Lalu Lintas : .
rancang bangun vang telah disahkan :

¢. analisis mengenai dampak lingkungan.
b. tersedia unit pelaksana terminal vang ditetapkan sesuai

7 . : oai imak
(2) Pembangunan Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada T T e

avat (1). dilaksanakan oleh Bupati / Walikota .dan dapat

mengikutsertakan badan hukum Indonesia. dengan tetap (3) Penyelenggaraan Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada
memperhatikan fungsi pokok terminal. ; ayat (1) meliputi kegiatan pengelolaan. pemeliharaan dan
! penertiban terminal.

(3) Pembuatan Rancang Bangun sebagaimana dimaksud pada avat

(1) huruf a. wajib memperhatikan : Paragraf 4

a fasilitas terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pembinaan Dan Pengawasan Teknis

Pasal 48 avat (2): |

b. batas antara daerah lingkungan kerja terminal dengan lokasi | Pasal 53

lain diluar terminal : X . -
(1)  Pembinaan dan pengawasan teknis atas penyelenggaraan

Terminal Penumpang Tipe B dan Tipe C sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dan huruf ¢ serta

¢. Pengaturan Lalu Lintas didalam terminal dan didaerah
pengawasan terminal.
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Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48
avat (1) dilakukan oleh Gubernur.

(2)  Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud
padaayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan
Pengendalian Kelebihan Muatan
dan Tertib Pemanfaatan Jalan

Pasal 54

Penyelenggaraan Pengendalian Kelebihan Muatan dan

Tertib Pemanfaatan dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

Pembinaan dan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini
dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 56

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah ini. secara perorangan. kelompok maupun

organisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan vang
berlaku.

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal §7

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Instansi tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana
vang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a

o

Menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

Meneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

.orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana:
Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana:

Memeriksa buku-buku. catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana:

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penvidikan tindak pidana:
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“ienyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang beriangsung dan memenksa.

I!u

h. Memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana:

i.  Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau sakst:

. Menghentikan penvidikan :

k. Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran
penvidikan tindak pidana menurut hukum vang
berlaku:

(3) Penyvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem
beritahukan . dimulainya penyvidikan dan menyampaikan
hasil penvidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam undang - undang
Hukum Acara Pidana vang berlaku.

- BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 58

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7. asal 8, Pasal 9, Pasal 11. Pasal 12. Pasal 13, Pasal 16.
Pasal 23. Pasal 24, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 32. Pasal 33, Pasal 33,
Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41. Pasal 45 dan
Pasal 50 Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
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Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas
barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain
dalam peraturan perundang-undangan.

BABVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59

Izin-1zin yang telah dikeluarkan sebelum beriakunya
Peraturan Daerah ini. masih berlaku sampai habis masa berlakunya.
serta harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini. maka Peraturan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 12 Tahun
1994 tentang penvelenggaraan Angkutan Orang Di
Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Tengah. dicabut dan dinvatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 61

Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh
Gubernur.
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Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui. memerintahkan peng
undangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2004

GUBERNUR JAWA TENGAH
ud

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

d

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR 44 SERI E NOMOR 5
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINS1 JAWATENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTASDANANGKUTAN JALAN

PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah
Propinsi Jawa Tengah merupakan kegiatan yang sangat penting dan
strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh
persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan
di Wilayah Jawa Tengah.

Péntingnya sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut
tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan
bagi mobilitas orang dan barang serta jasa Pos dan dan keseluruh
pelosok Jawa Tengah bahkan dari dalan dan ke iuar negeri serta
berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi
pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang.
dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-
hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda urtuk
menjangkau dan menghubungkan seluruh wilavah Jawa Tengah dengan
mobilitas tinggi.

Dengan gambaran di atas disadari peranan sektor Lalu Lintas
dan angkutan'Jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi, vang
terintegrasi dan mendinamisasi secara terpadu antar moda dan
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transportasi. vang baik dengan pelayanan vang selamat. tertib. aman,
nvaman. cepat. tepat. lancar dan dengan biaya vang terjangkau oleh
dava beli masvarakat serta memperhatikan aspek kelestarian
lingkungan. koordinasi. antara wewenang pusat dan daerah serta antar
instansi. sektor. dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap
masyarakat tidak terhenti dengan adanva otonomi daerah
sesuai dengan jiwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah
tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
vang sekaligus mencabut Peraturan Daerah sebelumnya vaitu
Peraturan Daerah Propisi DaerahTingkat [ Jawa Tengah Nomor 12
Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan
Dengan Kendaraan  Umum di Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa
Tengah.

Sehubungan dengan hal - hal tersebut di atas dan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dacrah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom, dipandang perlu menetapkan
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan
Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | s.d Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (1) Penetapan jaringan transportasi jalan

merupakan salah satu unsur pokok dalam
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Pasal 5 ayat(2) dan
avat(3)
Pasal 6 avat (1)

rangka pembinaan Lalu Lintas angkutan
jalan.

Dengan ditetapkannya jaringan
transportasi jalan akan terwujud
keterpaduan baik antar Lalu Lintas dan
angkutan jalan dengan perkeretaapian,
angkutan sungai. danau dan
penyeberangan vang mempunvai
kesamaan wilavah pelavanan didaratan
maupun antara Lalu Lintas angkutan jalan
dengar moda transportasi lau:  dan
udara  vang keseluruhannyz ditata
dengan pola jaringan transportesi jalan
dengan. satu kesatuan transportasi.

Yang dimaksud dengan rencana umum
Jaringan transportasi jaian adalah
gambaran keadaan jaringan transportasi
jalan vang ingin diwujudkan untuk
keperiuan penyélenggaraan Lalu Lintas
dan angkutan jalan di wilavah propins:.
perkotaan dan perbatasan antar propinsi
vang terpadu baik intra maupun antar
moda.

Cukup Jelas
Pada dasamnyajalar: digunakan untuk:
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Pasal 6 ayat (2)

Pasal 6 ayat (3)
s.d ayat(8)
Pasal 6 ayat (9)

Pasal 6 ayat (10)

191

kepentingan Lalu Lintas umum, tetapj
dalam keadaan tertentu dan dengan
tetap mempertimbangkan Keselamatan
dan ketertiban Lalu Lintas umum, jalan
dapat diijinkan digunakan diluar fungsi
sebagai jalan, misalnya untuk kegiatan
olah raga, perhelatan, hiburan dan
sebagainya.

Pengertian Manajemen Lalu Lintas
Meliputi Kegiatan perencanaan,
pengaturan, pengawasan dan
pengendalian Lalu Lintas yang
bertujuan  untuk  keselamatan,
keamanan, ketertiban dan kelancaran
Lalu Lintas.

Cukup Jelas

Yang dimaksud dengan Fasilitas
Perlengkapan Jalan adalah rambu-
rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat
Lalu Lintas, alat pengendali dan alat
pengaman pemakai jalan, alat
pengawasan dan pengamanan jalan serta
fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas
dan angkutan jalan yang berada dijalan
dan diluar jalan.

Cukup Jelas

pasal 7
Pasal 8 ayat(1)

Cukup Jelas

Pembangunan atau pengembangan
kawasan disuatu wilayah pada
hakekatnya akan berdampak pada
aktivitas Lalu Lintas disekitar kawasan
yang bersangkutan, terlebih pada
kawasan yang langsung berbatasan,
bersebelahan dengan ruas jalan. Oleh
Karena itu untuk menghindari dampak
buruk terhadap kinerja Operasi jalan

disekitar kawasan yang dikembangkan.

perlu dan harus dilakukan analisis
dampak Lalu Lintas (traffic impact
study).

Kawasan kegiatan tersebut dapat berupa
pembangunan hotel. pertokoan.
perkantoran, pendidikan, industri, pasar
atau sejenisnya, stasiun pompa bahan
bakar. rumah makan dan kawasan vang
potensial mengganggu kinerja Operasi
jalan.

Yang dimaksud Analisis Dampak Lalu
Lintas adalah suatu kajian vang
menekankan pada upaya-upayva
preventif dan antisipasif terhadap
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Pasal 8 ayat (2) s.d
avat (3)

* Pasal 9 dan Pasal 11

Pasal 12 avat(1)

Pasal 12 ayat(2)s.d
avat(3)

Pasal 13 s.d

Pasal 17

Pasal 18 ayat (1)
Pasal 18 ayat(2)
huruf a

zangguan-gangguan Lalu Lintas yang
ditimbulkan sebagai akibat adanya
Kegiatan, terutama sekitar ruas jalan
vang berbatasan dan bersebelahan
secara langsung dengan Xegiatan
pembangunan/ pengembangan kawasan
vang bersangkutan.

. Cukup jelas.

Cukup jelas.

. Penelitian dan peniiaian kesesuaian fisik

kendaraan bermotor dengan rancang
bangun dan rekayasanva. dilakukan
dalam upaya menjamin  dan
mempertahankan bahwa kendaraan
bermotor vang diproduksi telah sesuai
dengan standar rancang pangun sena
telah memenuhi persyaratan teknis dan
laik jaian vang ditetapkan.

Cukup Jelas

Cukup Jelas
Cukup Jelas

Angkutan Dalam Trayek terdiri
dani:

Pasal 18 avat(2)
huruf b

1. Angkutan Antar Kota Dalam
Propinsi;

2. Angkutan Antar Kota Dalam
Propinsi, untuk angkutan Antar
Jemput;

3. Angkutan Antar Kota Dalam
Propinsi, untuk angkutan Karyawan:

4. Angkutan Antar Kota Dalam
Propinsi, untuk
Pemukiman:

5. Angkutan Antar Kota Dalam
Propinsi, untuk angkutan Pemadu
Moda:

6. Angkutan Perbatasan yang melayani
dari satu daerah Propinsi. sebagai
tugas dekonsentrasi.

angkutan

Yang dimaksud dengan Angkutan Tidak

Dalam Trayek terdiri dari :
1. Angkutan Taksi yang melavani
khusus untuk pelavanan ke dan dan

tempat vang memerlukan tingkat
pelavanan tinggi seperti bandara
atau titik simpul lainnya yang
mempunyai bangkitan tingg: dan
wilavah Operasinya lebih satu
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Pasal 19 Avat (1)

Kab/ Kota dalam satu Propinsi:
Angkutan Sewa.
Angkutan Panwisata

Yang dimaksud dengan jaringan Trayek

adalah kumpulan dan Travek-Travek yang
menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan
angkutan orang.

Pasal 19 Avat (2)

w)

195

Yang dimaksud dengan :
1.

Travek Antar Kota Dalam Propinsi
Yaitu angkutan melalui Antar
Daerah Kabupaten dan Kota dalam
| (Satu) Daerah Propinsi.

Travek Perbatasan adalah Angkutan
Kota atau Perdesaan vyang
memasuki wilayah Kecamatan
vang berbatasan langsung pada
Kabupaten atau Kota lainnya baik
vang melalui satu Propinsi maupun
lebih dari satu Propinsi. Kabupaten
atau Kota yang berdekatan dan
merupakan satu kesatuan ekonomi
sosial.

Angkutan Khusus dalam Trayek
terdiri dari :

a Angkutan Antar Jemput

Pasal 19 ayat (3)
Pasal 20

Pasal 21 avat(})

Pasal 21 avat(2)

Pasal 22

Pasal 23 s.d
Pasal 32

b. Angkutan Karyawan

c. Angkutan Pemukiman

d Angkutan Pemandu Moda
Cukup Jelas

Angkutan khusus adalah pelayanan
angkutan vang karena jenis. maupun
ciri-cirinva bersifat khusus sehingga
tidak dapat dikategorikan sebagai
angkutan taksi. sewamaupun pariwisata
vaitu angkutan khusus karvawan.
angkutan antar Jemput anak sekolah.
angkutan sewa khusus. angkutan
insidentil dan angkutan musiman.

Cukup jelas

Evaluasi jaringan Travek dilaksanakan
dalam ! (saw) tahun sekal dulam
bentuk perhitungan penumpang dan
hasilnva disebarluaskan kepada
masyvarakat.

Untuk angkutan sewz. taksi. pariwisata
vang Operasionalnya lebih dari satu
Kabupaten ' Kota dalam Propinsi Jawa
Tengah.

Cukup Jelas

196
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Pasal 33 ; Yang dimaksud dengan [zin [nsidenti]
adalah merupakan izin hanva diberikan

kepada Perusahaan Angkutan vang tidak
mempunyai [zin Trayek untuk
menggunakan Kendaraan Bermotornya
menyimpang dari [zin Trayek vang
dimiliki.

Pasal 34 s.d

‘Pasal 62 : Cukup Jelas
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